Bupati Bombana Lantik 179
Pejabat, Minta Perkuat Kinerja
dan Pelayanan Publik

Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si., melantik
dan mengambil sumpah/janji 179 pejabat administrasi dan pejabat fungsional di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana. Pelantikan tersebut menjadi bagian
dari penataan birokrasi sekaligus upaya memperkuat kinerja organisasi dan
pelayanan kepada masyarakat, di Gedung Tanduale, Kantor Bupati Bombana,
Kamis (24/9/2026).

Sebanyak 179 pejabat yang dilantik terdiri atas Pejabat Administrator, Pejabat
Pengawas, dan Pejabat Fungsional dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan disaksikan Sekretaris Daerah
Kabupaten Bombana, para Asisten dan Staf Ahli Setda, kepala OPD, serta unsur
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bombana.

Dalam sambutannya, Burhanuddin mengatakan pelantikan tersebut bukan
sekadar kegiatan seremonial. Menurutnya, pengisian dan penataan jabatan
merupakan bagian dari kebutuhan organisasi untuk memastikan roda
pemerintahan berjalan lebih efektif.

[a meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera memahami tugas dan
tanggung jawab masing-masing. Para pejabat juga diminta tidak menunggu
terlalu lama untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja baru.

“Pelantikan hari ini adalah amanah dan kepercayaan. Saya minta kepada seluruh
pejabat yang baru dilantik untuk segera bekerja, menunjukkan integritas,
loyalitas, dan profesionalisme. Jabatan adalah tanggung jawab untuk melayani
masyarakat, bukan untuk dilayani,” tegas Burhanuddin.

Menurut Bupati, jabatan yang diberikan kepada seorang aparatur harus diikuti
dengan tanggung jawab dan kinerja. Karena itu, para pejabat diminta
membuktikan kepercayaan tersebut melalui pelaksanaan tugas yang nyata dan
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terukur.

[a menilai keberhasilan birokrasi tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi
yang lengkap. Kinerja aparatur dalam menjalankan tugas serta kemampuan
memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat menjadi bagian
penting dalam mengukur keberhasilan pemerintahan.

Burhanuddin juga meminta pejabat yang baru dilantik segera melakukan
konsolidasi di lingkungan kerja masing-masing. Konsolidasi diperlukan untuk
mengetahui kondisi organisasi, memahami persoalan yang dihadapi, sekaligus
menentukan langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja.

Para pejabat diminta membangun komunikasi dengan pimpinan, bawahan, dan
perangkat daerah terkait. Koordinasi tersebut dinilai penting karena pelaksanaan
pemerintahan membutuhkan keterhubungan antarunit kerja.

Bupati menekankan bahwa setiap OPD memiliki tugas yang berbeda, tetapi
seluruhnya memiliki tujuan yang sama, yakni mendukung penyelenggaraan
pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, ia mendorong penguatan kolaborasi antar-OPD. Persoalan
pembangunan dan pelayanan publik tidak selalu dapat diselesaikan oleh satu
perangkat daerah sehingga membutuhkan koordinasi lintas sektor.

Selain koordinasi, Burhanuddin meminta para pejabat memperhatikan disiplin
dan peningkatan kompetensi aparatur. Menurutnya, tuntutan terhadap birokrasi
terus berkembang sehingga aparatur perlu meningkatkan kemampuan agar dapat
mengikuti kebutuhan organisasi dan masyarakat.

Peningkatan kompetensi juga diperlukan agar pejabat mampu mengambil
keputusan sesuai tugas dan kewenangannya. Setiap keputusan harus
memperhatikan ketentuan yang berlaku serta kepentingan pelayanan publik.

“Jangan hanya menduduki jabatan. Saudara harus mampu menunjukkan apa yang
bisa dikerjakan dan apa yang bisa diberikan kepada organisasi serta masyarakat,”
ujarnya.

Bupati juga mengingatkan para pejabat untuk menjaga integritas dalam
menjalankan tugas. Integritas diperlukan untuk membangun kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan kewenangan yang diberikan



digunakan sesuai ketentuan.

[a meminta seluruh pejabat menjaga sikap profesional dan menghindari tindakan
yang dapat merusak kepercayaan publik. Jabatan harus digunakan untuk
menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan, bukan untuk
kepentingan pribadi.

Selain itu, para pejabat diminta menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Netralitas menjadi salah satu prinsip penting yang harus dijaga oleh aparatur
dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Kepada pejabat yang dilantik, saya ucapkan selamat bekerja. Tunjukkan kinerja
terbaik. Jaga netralitas ASN dan jadilah contoh yang baik di lingkungan kerja
masing-masing,” kata Burhanuddin.

Pesan tersebut menjadi penekanan agar para pejabat tidak hanya menjalankan
fungsi administratif, tetapi juga menjadi contoh bagi aparatur lain di lingkungan
kerja masing-masing.

Menurut Burhanuddin, seorang pejabat memiliki tanggung jawab untuk
menciptakan suasana kerja yang baik. Kepemimpinan di lingkungan birokrasi
harus mampu mendorong aparatur bekerja secara disiplin, profesional, dan
bertanggung jawab.

[a juga mengingatkan pentingnya membangun budaya kerja yang berorientasi
pada hasil. Setiap program dan kegiatan pemerintah perlu diarahkan pada
pencapaian tujuan yang jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penataan birokrasi melalui pelantikan tersebut diharapkan dapat memperkuat
organisasi Pemerintah Kabupaten Bombana. Para pejabat yang telah dilantik
diharapkan segera menjalankan tugas sesuai posisi masing-masing dan
mendukung program pembangunan daerah.

Pelantikan juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara
pimpinan daerah dan jajaran birokrasi. Dengan penempatan pejabat pada posisi
yang dibutuhkan, pelaksanaan tugas pemerintahan diharapkan dapat berjalan
lebih terarah.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga mendorong agar pelayanan publik terus
diperbaiki. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan



dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, pejabat yang baru dilantik memiliki peran penting dalam memastikan
unit kerja masing-masing mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang
ditetapkan. Respons terhadap kebutuhan masyarakat juga harus menjadi bagian
dari perhatian setiap perangkat daerah.

Bupati meminta para pejabat tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir.
Sebaliknya, jabatan harus menjadi ruang untuk membuktikan kemampuan,
tanggung jawab, dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat.

Ia berharap para pejabat mampu membangun kerja sama yang sehat di
lingkungan masing-masing. Hubungan kerja yang baik antara pimpinan dan
bawahan akan membantu menciptakan suasana kerja yang produktif.

Dalam pelaksanaan tugas, pejabat juga diminta terbuka terhadap evaluasi. Setiap
persoalan yang muncul perlu dibahas dan diselesaikan melalui mekanisme yang
sesuai agar tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Pelantikan 179 pejabat tersebut menjadi salah satu langkah Pemerintah
Kabupaten Bombana dalam memperkuat kapasitas birokrasi. Penataan organisasi
diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan
publik.

Burhanuddin berharap pejabat yang menerima amanah dapat menjaga
kepercayaan yang diberikan. Kepercayaan tersebut harus dibuktikan melalui
kedisiplinan, integritas, profesionalisme, dan hasil kerja.

Dengan pelantikan tersebut, para pejabat mulai menjalankan tanggung jawab di
lingkungan kerja masing-masing. Mereka diharapkan segera melakukan
konsolidasi, memahami tugas dan fungsi, serta menyusun langkah kerja sesuai
kebutuhan organisasi.

Bagi pemerintah daerah, keberhasilan penataan birokrasi akan terlihat dari
kemampuan aparatur menjalankan tugas secara efektif dan memberikan
pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Karena itu, 179 pejabat yang baru dilantik diharapkan tidak berhenti pada prosesi
pengambilan sumpah dan pelantikan. Amanah tersebut harus diterjemahkan
menjadi kerja nyata dalam mendukung pemerintahan, pembangunan, dan



pelayanan publik di Kabupaten Bombana.

Pelantikan itu sekaligus menjadi pengingat bahwa jabatan dalam pemerintahan
membawa tanggung jawab yang lebih besar. Para pejabat dituntut mampu
bekerja secara profesional, menjaga integritas, memperkuat kolaborasi, serta
menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian utama dalam pelaksanaan
tugas.

Bupati Bombana Lantik 179
Pejabat, Tegaskan Jabatan Adalah
Amanah untuk Melayani
Masyarakat

Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si.,
mengambil sumpah dan melantik 179 Pejabat Administrator dan Pejabat
Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana. Pelantikan tersebut
menjadi bagian dari penataan organisasi sekaligus pemenuhan kebutuhan jabatan
untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah, di
Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana, Kamis (24/9/2026).

Dalam sambutannya, Burhanuddin menegaskan bahwa jabatan yang diberikan
kepada aparatur bukan sekadar perubahan posisi dalam struktur pemerintahan.
Setiap jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh
tanggung jawab dan diarahkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada
masyarakat.

“Jabatan ini adalah amanah dan tanggung jawab. Bukan untuk dibanggakan,
tetapi bagaimana kita menjalankan amanah ini untuk melayani masyarakat dan
memberikan yang terbaik bagi daerah,” ujar Burhanuddin.

[a meminta seluruh pejabat yang baru dilantik menjadikan pelantikan tersebut
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sebagai awal untuk membuktikan kemampuan, integritas, dan komitmen dalam
menjalankan tugas. Para pejabat diminta tidak berhenti pada pencapaian jabatan,
tetapi segera menunjukkan kinerja di unit kerja masing-masing.

Menurut Burhanuddin, penataan jabatan dilakukan dengan mempertimbangkan
sejumlah aspek, termasuk profil, kompetensi, integritas, dan kinerja aparatur.
Pertimbangan tersebut menjadi bagian dari upaya menempatkan aparatur sesuai
dengan kebutuhan organisasi dan tanggung jawab yang harus dijalankan.

Karena itu, ia meminta para pejabat segera memahami tugas dan fungsi yang
melekat pada jabatan masing-masing. Pemahaman terhadap tugas menjadi
langkah awal agar pejabat dapat bekerja secara terarah dan mengambil
keputusan sesuai kewenangan yang diberikan.

Bupati juga meminta para pejabat tidak membutuhkan waktu lama untuk
menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru. Mereka diminta segera
melakukan konsolidasi dengan pimpinan, bawahan, dan pihak terkait untuk
memahami kondisi serta berbagai persoalan yang dihadapi pada unit kerja
masing-masing.

“Jangan buang waktu. Segera beradaptasi, lakukan konsolidasi, lihat persoalan
yang ada di tempat saudara bertugas dan carikan solusinya. Kita ini adalah
pelayan masyarakat,” tegasnya.

Pesan tersebut disampaikan karena pejabat yang baru dilantik memiliki tanggung
jawab langsung dalam memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai tugas dan
fungsi masing-masing. Bupati berharap tidak ada pejabat yang hanya menunggu
instruksi tanpa memahami persoalan yang terjadi di lapangan.

[a meminta setiap pejabat memiliki kepekaan terhadap persoalan yang muncul di
lingkungan kerja. Masalah yang ditemukan harus segera diidentifikasi dan
dicarikan solusi melalui koordinasi sesuai mekanisme pemerintahan.

Menurut Burhanuddin, pelayanan kepada masyarakat harus menjadi orientasi
utama dalam pelaksanaan tugas aparatur. Setiap kebijakan dan pekerjaan yang
dilakukan pemerintah harus memberikan manfaat serta menjawab kebutuhan
masyarakat.

Selain persoalan kinerja, Bupati juga mengingatkan seluruh pejabat untuk



menjaga integritas. Ia menegaskan bahwa jabatan pemerintahan harus dijalankan
secara profesional dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Burhanuddin secara khusus mengingatkan para pejabat agar menghindari segala
bentuk pelanggaran, termasuk praktik pungutan maupun pemberian uang yang
berkaitan dengan jabatan. Menurutnya, jabatan merupakan amanah yang tidak
boleh diperoleh maupun dijalankan melalui transaksi.

Peringatan tersebut menjadi bagian dari pesan Bupati agar seluruh aparatur
menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Integritas, kata dia, harus menjadi
dasar dalam menjalankan kewenangan dan mengambil setiap keputusan.

Pejabat juga diminta menjaga sikap dan perilaku dalam menjalankan tugas.
Kewenangan yang melekat pada sebuah jabatan harus digunakan untuk
kepentingan organisasi dan pelayanan masyarakat, bukan untuk kepentingan
pribadi atau kelompok.

“Jangan pernah menjadikan jabatan sebagai ruang untuk mencari keuntungan
pribadi. Jalankan sesuai aturan dan berikan pelayanan yang baik kepada
masyarakat,” pesan Burhanuddin.

Selain integritas, Bupati meminta para pejabat mengedepankan nilai-nilai
BerAKHLAK dalam menjalankan tugas pemerintahan. Nilai tersebut diharapkan
menjadi pedoman bagi aparatur dalam membangun budaya kerja yang
profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan.

Para pejabat juga diminta memperkuat koordinasi dan kolaborasi, baik di dalam
organisasi maupun dengan perangkat daerah dan instansi terkait. Menurut
Bupati, persoalan pemerintahan tidak selalu dapat diselesaikan oleh satu unit
kerja sehingga membutuhkan kerja sama lintas sektor.

Koordinasi yang baik juga diperlukan untuk menghindari tumpang tindih
pekerjaan dan mempercepat penyelesaian persoalan. Setiap pejabat diharapkan
mampu membangun komunikasi yang terbuka dengan jajaran di lingkungan kerja
masing-masing.

Burhanuddin juga mendorong para pejabat memanfaatkan teknologi informasi
dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan. Penggunaan teknologi dinilai
penting untuk meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan responsivitas pelayanan



publik.

Pemanfaatan teknologi diharapkan tidak hanya diterapkan dalam administrasi
pemerintahan, tetapi juga dalam mendukung penyampaian informasi, koordinasi,
pengelolaan pekerjaan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, perkembangan kebutuhan masyarakat menuntut pemerintah bekerja
lebih cepat dan responsif. Karena itu, aparatur harus mampu menyesuaikan diri
dengan perkembangan teknologi dan pola kerja pemerintahan yang semakin
membutuhkan keterbukaan serta kecepatan pelayanan.

Pelantikan 179 pejabat tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah
Kabupaten Bombana memastikan struktur organisasi dapat berjalan sesuai
kebutuhan. Pengisian jabatan diharapkan memberikan kejelasan terhadap
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada masing-masing unit kerja.

Dengan adanya pejabat yang ditempatkan sesuai kebutuhan organisasi,
pelaksanaan program pemerintahan diharapkan dapat berjalan lebih terarah.
Setiap pejabat memiliki peran dalam memastikan kebijakan pemerintah daerah
dapat diterjemahkan menjadi program dan pelayanan yang dirasakan masyarakat.

Bupati meminta para pejabat tidak melihat pelantikan sebagai akhir dari proses
karier birokrasi. Sebaliknya, pelantikan menjadi awal dari tanggung jawab yang
lebih besar untuk membuktikan kualitas kerja dan kemampuan memimpin
maupun menjalankan fungsi teknis sesuai jabatan.

Ia juga mengingatkan agar pejabat tidak hanya bekerja berdasarkan rutinitas.
Setiap aparatur perlu memahami tujuan pekerjaan dan dampaknya terhadap
pelayanan masyarakat.

“Yang kita butuhkan adalah pejabat yang bekerja, bukan hanya pejabat yang
menduduki jabatan. Ukuran keberhasilan saudara adalah kinerja dan manfaat
yang diberikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Pelantikan tersebut turut disaksikan perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bombana, Sekretaris Daerah Kabupaten
Bombana, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.

Kehadiran unsur pimpinan daerah dan jajaran pemerintah tersebut menjadi
bagian dari proses pelantikan sekaligus momentum untuk memperkuat komitmen



bersama dalam menjalankan pemerintahan daerah.

Setelah pengambilan sumpah dan pelantikan, 179 pejabat diharapkan segera
kembali ke unit kerja masing-masing. Mereka diminta langsung menjalankan
tugas sesuai jabatan dan tanggung jawab yang telah diberikan.

Bupati Burhanuddin menekankan bahwa keberhasilan penataan organisasi tidak
hanya ditentukan oleh lengkapnya struktur pemerintahan. Kinerja aparatur dalam
menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi
ukuran penting dari keberhasilan tersebut.

Karena itu, ia meminta para pejabat menjaga kepercayaan yang diberikan dan
membuktikannya melalui kerja nyata. Setiap tugas harus dilaksanakan dengan
disiplin, integritas, koordinasi, dan tanggung jawab.

Pelantikan 179 Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bombana akhirnya menjadi momentum untuk memperkuat
kembali orientasi pelayanan dalam birokrasi. Para pejabat baru kini memiliki
tanggung jawab untuk menerjemahkan amanah tersebut melalui kinerja di unit
kerja masing-masing.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, penataan jabatan diharapkan dapat
memperkuat kapasitas organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Bagi para pejabat yang dilantik, amanah tersebut menjadi tanggung jawab yang
harus dibuktikan melalui kerja yang terukur dan manfaat yang nyata bagi
masyarakat.

Bupati Bombana Lantik 24 Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama, Perkuat
Birokrasi dan Percepat
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Pembangunan

Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si secara
resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 24 Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana sebagai bagian dari
langkah penguatan birokrasi dan percepatan pelaksanaan program pembangunan
daerah. Prosesi pelantikan berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Bombana, Jumat
(6/2/2026).

Pelantikan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si,,
Ketua DPRD Bombana Iskandar, SP., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
(Forkopimda), Penjabat Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli bupati,
pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta pejabat struktural di lingkup
Pemerintah Kabupaten Bombana.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Ir. Burhanuddin menyampaikan ucapan
selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa jabatan
yang diberikan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh
tanggung jawab serta dedikasi tinggi untuk kepentingan masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bombana, kami mengucapkan selamat kepada
saudara-saudara yang hari ini telah diambil sumpah jabatan dan dilantik. Amanah
ini harus dijalankan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
Buktikan kepercayaan ini dengan prestasi kerja, ide, dan inovasi guna
meningkatkan kinerja serta program pemerintah demi kemajuan Bombana,” ujar
Burhanuddin.

Bupati menegaskan bahwa pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama tersebut
telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Proses ini juga merupakan bagian dari
evaluasi serta penyegaran dalam sistem birokrasi pemerintah daerah.

Menurutnya, penyegaran jabatan merupakan langkah penting untuk memastikan
roda pemerintahan berjalan secara efektif serta mampu merespons berbagai
tantangan pembangunan yang terus berkembang.

“Pemerintah Kabupaten Bombana akan terus melakukan evaluasi kinerja secara
objektif dan berkelanjutan terhadap para pejabat. Evaluasi ini penting untuk
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memastikan setiap program berjalan efektif, tepat sasaran, dan benar-benar
memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya
ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kualitas kepemimpinan
serta kerja sama seluruh aparatur sipil negara di setiap perangkat daerah.

Oleh karena itu, para pejabat yang baru dilantik diminta untuk menjaga
integritas, menjunjung tinggi nilai kejujuran, serta mampu membangun
komunikasi yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

“Keberhasilan dalam memimpin tidak terlepas dari kerja sama semua pihak.
Saudara harus peka terhadap dinamika yang berkembang di tengah masyarakat
serta mampu menjalin komunikasi yang baik dengan atasan, rekan kerja,
bawahan, dan masyarakat,” kata Burhanuddin.

[a menambahkan bahwa setiap pejabat harus mampu menunjukkan
kepemimpinan yang adaptif dan inovatif dalam menjalankan program kerja,
terutama dalam menghadapi tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.

Selain itu, para pimpinan organisasi perangkat daerah diharapkan dapat
memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan seluruh program
pembangunan berjalan selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten
Bombana.

Sebanyak 24 pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik tersebut menempati
berbagai posisi strategis di lingkungan pemerintah daerah, mulai dari kepala
dinas, kepala badan, hingga staf ahli bupati.

Beberapa di antaranya adalah Sadli Sirajuddin, S.Kom., M.A.P sebagai Kepala
Dinas Sosial, Kalvarios Syamruth, SH, MH sebagai Sekretaris DPRD, Doddy A
Muchlisi, SE, M.AP sebagai Kepala Dinas Perpustakaan, Husrifnah, ST, M.Si
sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta M. Hadi Raharjo Putra,
S.IP sebagai Asisten Bidang Administrasi Umum.

Selain itu, dr. H. Sunandar, MM.Kes dilantik sebagai Inspektur Daerah, Alfian,
SH., M.A.P sebagai Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Darwin, SE
sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah, serta Drs. Hasdin Ratta, M.Si sebagai
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.



Pelantikan juga mencakup sejumlah jabatan strategis lainnya seperti Kepala
Dinas Pertanian, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Dengan dilantiknya para pejabat tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana
berharap seluruh perangkat daerah dapat bekerja lebih optimal dalam
memberikan pelayanan publik yang berkualitas serta mempercepat pelaksanaan
berbagai program pembangunan.

Pemerintah daerah juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan
evaluasi kinerja secara berkala terhadap seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama
sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang
profesional, transparan, dan akuntabel.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat birokrasi yang responsif serta
mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan demi
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bombana.



